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PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
[LN 2009/140, TLN 5059] 

 
BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 97 

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. 
Penjelasan: 
Pasal 97 Cukup jelas. 

Pasal 98 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, 
baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar 
rupiah). 

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 98 Cukup jelas. 

Pasal 99 
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya 

baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
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(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda 
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 99 Cukup jelas. 

Pasal 100 
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, 

atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak 
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. 

Penjelasan: 
Pasal 100 Cukup jelas. 

Pasal 101 
Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 69 ayat (1) huruf g1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 101 
 Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa 

genetik” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan 
produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat 
disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa 
genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik 
kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. 

Pasal 102 

                                                        
1 Pasal 69 

(1) Setiap orang dilarang: 
g. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 
  Penjelasan: 
  Pasal 69 

Ayat (1) Huruf g Cukup jelas. 
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Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)2, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 102 Cukup jelas. 

Pasal 103 
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 103 Cukup jelas. 

Pasal 104 
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, 

                                                        
2 Pasal 59 

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

3 Pasal 59 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 

yang dihasilkannya. 
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, 

pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. 
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 
(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan 

lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola 
limbah B3 dalam izin. 

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 
  Penjelasan: 

Pasal 59 
Ayat (1) Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang 

mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 
pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. 

Ayat (2) Cukup jelas. 
Ayat (3) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang 

melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin. 
Ayat (4) Cukup jelas. 
Ayat (5) Cukup jelas. 
Ayat (6) Cukup jelas. 
Ayat (7) Cukup jelas. 

4 Pasal 60 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 104 Cukup jelas. 

Pasal 105 
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c5 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 105 Cukup jelas. 

Pasal 106 
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 
(1) huruf d6, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 106 Cukup jelas. 

Pasal 107 
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 
perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b7, dipidana 
                                                                                                                                 

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan 
hidup tanpa izin. 

Penjelasan: 
Pasal 60 Cukup jelas. 

5 Pasal 69 ayat (1) 
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
Penjelasan: 

 Pasal 69 
Ayat (1) Huruf c Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. 
6 Pasal 69 ayat (1) 

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
Penjelasan: 

 Pasal 69 
Ayat (1) Huruf d 
 Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. 

 
7 Pasal 69 ayat (1) 

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Penjelasan: 
 Pasal 69 
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dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 107 Cukup jelas. 

Pasal 108 
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h8, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 108 Cukup jelas. 

Pasal 109 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)9, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 109 Cukup jelas. 

Pasal 110 
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i10, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 110 Cukup jelas. 

Pasal 111 
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa 

dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam 

                                                                                                                                 
Ayat (1) Huruf b 

B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan 
dieldrin. 

8 Pasal 69 ayat (1) 
h.  melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 

Penjelasan: 
 Pasal 69 

Ayat (1) Huruf h Cukup jelas. 
9 Pasal 36 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib 
memiliki izin lingkungan. 

10 Pasal 69 ayat (1) 
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; 

Penjelasan: 
 Pasal 69 

Ayat (1) Huruf i Cukup jelas. 
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Pasal 37 ayat (1)11 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin 
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)12 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 111 Cukup jelas. 

Pasal 112 
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7113 dan Pasal 7214, yang mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Penjelasan: 

                                                        
11 Pasal 37 

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 
menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi 
dengan amdal atau UKL-UPL. 

Penjelasan: 
 Pasal 37 Cukup jelas. 

12 Pasal 40 
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau 

kegiatan. 
Penjelasan: 
Pasal 40 
Ayat (1) Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini 

termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin 
konstruksi. 

13 Pasal 71 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 

melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya 
dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung 
jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. 

Penjelasan: 
 Pasal 71 Cukup jelas. 

14 Pasal 72 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin 
lingkungan. 

Penjelasan: 
 Pasal 72 Cukup jelas. 
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Pasal 112 Cukup jelas. 
Pasal 113 

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghi-
langkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang 
tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan 
penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j15 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 113 
 Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat 

berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai 
dengan faktafakta yang senyatanya atau informasi yang tidak 
benar. 

Pasal 114 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 114 Cukup jelas. 

Pasal 115 
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup 
dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Penjelasan: 
Pasal 115 Cukup jelas. 

Pasal 116 
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas 

nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 
a. badan usaha; dan/atau 
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut 

atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak 
pidana tersebut. 

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau 
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan 
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau 

                                                        
15 Pasal 69 ayat (1) 

j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak 
informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. 

Penjelasan: 
 Pasal 69 

Ayat (1) Huruf j Cukup jelas. 
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pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak 
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 

Penjelasan: 
Pasal 116 Cukup jelas. 

Pasal 117 
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, 
ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda 
diperberat dengan sepertiga. 

Penjelasan: 
Pasal 117 Cukup jelas. 

Pasal 118 
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh 
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. 

Penjelasan: 
Pasal 118 
 Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini 

adalah badan usaha dan badan hukum. 
Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha 
dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan 
badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga 
pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang 
memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima 
tindakan pelaku fisik tersebut. 
Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini 
termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melaku-
kan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau 
memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak 
pidana tersebut. 

Pasal 119 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib 
berupa: 
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
c. perbaikan akibat tindak pidana; 
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 

tahun. 
Penjelasan: 
Pasal 119 Cukup jelas. 

Pasal 120 
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(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan 
instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 
huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang 
dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Penjelasan: 
Pasal 120 Cukup jelas. 

 


